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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS)

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan
dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik,
Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan
pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik
dan/atau paspor dinas dari Republik Serbia;

bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia ‘dan Pemerintah Republik Serbia
mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor
Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption
for Holders of Diplomatic and Official/ Service Passports)
pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta, Indonesia;

c. bahwa . . .
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan
Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor
Dinas (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of
Diplomatic and Official/ Service Passports);

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON VISA

EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
OFFICIAL/ SERVICE PASSPORTS).

Pasall...
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Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai
Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik
dan Paspor Dinas (Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of
Diplomatic and Official/ Service Passports) yang telah

ditandatangani pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta,
Indonesia.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia
mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor
Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption
Jfor Holders of Diplomatic and Official/ Service Passports)
dalam bahasa Indonesia, bahasa Serbia, dan bahasa
Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yéng tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

.Agar..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,




REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia,

selanjutnya disebut “Para Pihak”;

MENIMBANG hubungan bilateral antara kedua negara

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat hubungan bilateral kedua
negara dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan

dinas dari kedua Pihak di masing-masing negara;

SESUAI dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing

negara;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut;

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan paspor
dinas yang masih berlaku, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa
untuk masuk, transit dan tinggal di wilavah Republik Serbia untuk jangka
waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama
kali masuk.




2. Warga Negara Serbia, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas
yang masih berlaku, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk
masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk jangka
waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama

kali masuk.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak waijib
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak

lain.

PASAL 3
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

1. Warga negara dari masing-masing Pihak yang merupakan pemegang
paspor diplomatik atau paspor dinas dan ditugaskan di wilayah Pihak
lainnya sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler atau
perwakilan untuk organisasi internasional beserta anggota keluarga inti
mereka wajib memperoleh visa yang sesuai dari misi diplomatik atau

pos konsuler Pihak lain sebelum memasuki wilayah Pihak lain tersebut.

2. Selama periode tugasnya, orang yang disebutkan di atas yang
merupakan pemegang izin tinggal dan kartu identitas yang dikeluarkan
oleh Pihak penerima, dapat meninggalkan dan masuk kembali ke
wilayah Pihak lain tersebut tanpa Visa, selama izin tinggal dan Kartu
ldentitas Diri mereka masih berlaku dan dapat ditunjukkan pada saat
masuk bersama dengan paspor diplomatik atau dinas yang masih

berlaku.



PASAL 4
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga Negara dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 dan 3 Persetujuan ini dapat memasuki dan meninggalkan wilayah
negara Pihak lainnya, pada setiap titik lintas batas yang terbuka untuk lalu
lintas internasional, tanpa batasan, kecuali di tempat-tempat yang
ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan
dan lainnya yang diterapkan kepada pemegang paspor yang berlaku

tersebut.

PASAL 5
HAK PEJABAT BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara dari salah satu Pihak
dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di
negara Pihak lain ketika memasuki wilayahnya dan tinggal di dalamnya,
termasuk namun tidak terbatas pada hukum nasional yang mengatur

tentang masuk, tinggal dan keluarnya warga negara asing.

2. Persetujuan ini tidak membatasi hak pejabat yang berwenang dari
masing-masing Pihak untuk menolak masuk atau meninggalkan atau
memperpendek masa tinggal pemegang paspor diplomatik dan dinas
dari Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 3 dari
Persetujuan ini, apabila mereka dinyatakan sebagai persona non grata
atau dicurigai dapat membahayakan ketentraman masyarakat,
ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau keamanan nasional,

tanpa harus memberikan alasan untuk keputusan tersebut.



PASAL 6
PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak berhak menunda sementara pelaksanaan Persetujuan
ini secara keseluruhan maupun sebagian untuk alasan-alasan
keamanan nasional, keamanan masyarakat, ketertibban umum atau

kesehatan masyarakat.

. Masing-masing Pihak wajib segera memberitahukan kepada Pihak lain
tentang penangguhan tersebut beserta kelanjutan pelaksanaan dari

Persetujuan tersebut melalui saluran diplomatik.

PASAL 7
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN
PERJALANAN

. Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-
contoh paspor diplomatik dan paspor dinasnya yang masih berlaku,

tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya Persetujuan ini.

. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, atau

modifikasi terhadap paspor yang masih berlaku, Para Pihak wajib saling

memberitahukan secara tertulis, mengenai setiap perubahan, melalui
saluran diplomatik, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum
pengenalan resminya.

. Apabila warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak
paspor diplomatik atau dinasnya di wilayah Pihak lain, mereka wajib
segera memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara penerima
melalui misi diplomatik atau pos konsuler dari negera mereka. Misi
diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan, sesuai dengan hukum
dan peraturan yang berlaku di negaranya, wajib menerbitkan suatu
paspor atau dokumen perjalanan yang baru untuk kembali ke
negaranya.




PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran atau

pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai

melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.

PASAL 9
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, dengan persetujuan bersama
Para Pihak, yang wajib dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
Persetujuan ini dan mulai berlaku sesuai dengan Pasal 10.

PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
PERSETUJUAN

. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak
telah saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua

prosedur internal yang dipersyaratkan sesuai hukum nasionalnya untuk

mulai berlakunya Persetujuan ini, telah dipenuhi.

. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

. Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan
memberitahukan Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, atas
keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Persetujuan ini wajib
mulai berakhir 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan

pemberitahuan pengakhiran.




SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa

oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan

ini.

DIBUAT di Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 dalam dua

rangkap, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Serbia dan Inggris,

semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi

perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

TNO L.P. MA DI
MENTERI LUAR NEGER

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SERBIA

GETAHUAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI




REPUBLIK INDONESIA

CrOPA3YM
U3MED
BJTAOE PEMYBNUKE UHOOHE3WUJE
n
BJTAOE PENYBIWUKE CPBUJE
O YKMOAHY BU3A 3A HOCUOLE AUMNIOMATCKUX U CITYXXBEHUX
MACOLLA

Bnapa Penybnuke WHpoHesnje n Bnapa Penybnuke Cpbuje (y garbem

TEKCTY ,yroBOpHe cTpaHe”),

Umajyhu y Buay bunatepanHe ogHoce namehy yroBopHUx ctpaHa,

Y xerbu fa ojavajy bunaTtepanHe ogHoce kako 61 ce onakiliano nyToBakwe

ApXaBJbaHa ABe ApXaBe, HoCUnaua ANnioMaTCKnUx 1 Cﬂy>K6€HVIX nacouia,

Y cknagy ca Baxehum 3akoHUMa U Nponucuma [iBe 3emsbe,

MocTurne cy cneaehwu cnopasym:

YnaH 1.

YKUWOAHE BU3A

Apxasreann Penybnuke WHooHesunje koju cy Hocuounm Baxeher
annnomarckor u cnyxbeHor nacoiwla, Hemajy obasesy npubasrbara
BMU3€E 3a yrasak, TpaH3uT u bopasak Ha Teputopuju Penybnuke Cpbuje
3a nepuop 6opaska Hajpuwe go 30 (TpuaeceT) gaHa of paTtyma
ynacka.




2. [OdpxasrbaHn Penybnuke Cpbuje ko cy Hocuoum Baxeher
aunnomartckor u cnyxbeHor nacowa, Hemajy obasesy npubaBrbaka
BU3e 3a ynasak, TpaH3uT u OopaBak Ha TepuTtopuju Penybnuke
MHooHesnje 3a nepuoa Bopaska Hajsuwe oo 30 (TpuaeceT) faHa of
Aatyma ynacka.

Ynah 2.

POK BAXEHA NMACOLWIA

Pok Baxera AMNNoMaTCKUX U cnyxBeHnx nacowla ApxxaBrbaHa yroBOPHUX
cTpaHa npe AaaTyma ynacka Ha TepuTopujy Op)XaBe Apyre yroBopHe cTpaHe

He moxe 6uTtu kpahu og 6 (LecT) meceuum.

YnaH 3.

BU3E 3A YJIAHOBE OUMJIOMATCKUX MUCUJA UITN
KOH3YNAPHUX NMPEACTABHULLTABA

1. [pxaBrbaHn gpXXaBa YroBOPHUX CTpaHa Koju Cy Hocuounm Baxeher
aunnomMaTckor unm cnyxdeHor nacowa, koju ce ynyhyjy Ha Ay>XXHOCT Ha
TEpUTOpU)y ApXXaBe Apyre YroBopHe CTpaHe Yy CBOjCTBY 4naHoBa
AUNNOMATCKO-KOH3YNapHOr npeacTaBHUWITBA UMW NpeAcTaBHUKA
Mef)yHapoaHWX opraHu3aumja, Kao 1 YNnaHoBM HUXOBUX NOPOAMLIA KOjU
YMHe Oeo wuxosor gomahuHcTBa, 0baBesHn cy Aa o AMNIOMAaTCKO-
KOH3ynapHOr nNpeAcTaBHULITBA ApXXaBe Apyre YroBOpHe CTpaHe, npe

ynacka, npubase ogrosapajyhy ynasHy suay.

2. 3aBpeMe Tpajaka CBOr MaHAaTa, nvua Koja umajy [o3sony bopaska u
MWYHY KapTy KOjy je usgana cTpaHa npujema, MOory HanycTutun wu
noHoso yhu Ha TepuTopwjy Ap>XaBe Apyre yroBopHe cTpaHe 6e3 Buse,

ako cy wuxoBa no3sona bopaska U NUYHa KkapTa Baxehu u ako ux npu



ynacky, nokaxy 3ajefHo ca saxehuMm gUnnomaTckum munu cryx6eHnm

nacowiem.

YnaH 4.

YCINOBW YJIACKA U U3ITACKA

ApxasrbaHn apxxasa yroBopHux cTpaHa M3 4n. 1. u 3. oBor cnopasyma
mory aa yhy v fa Hanycte TepuTopujy Ap)KaBe Apyre yroBopHe CTpaHe Ha
Buno Kom rpaHu4yHoM npenasy oTBOpPeHOM 3a MeRyHapoaHu caobpahaj,
6e3 6Guno KakBMX oOrpaHuyderba, OCUM OHWX KOjU Cy MponucaHu y
6e36eHOCHUM, MUrPaLNOHUM, LLAPUHCKMM U CaHUTaAPHUM nponucuma Ha
ynacky, n Apyrum nponmcmuma Koju ce ogHoCe Ha Hocuoue TakBux Baxxehux

nacowua.

YnaH 5.

NPABA HAONEXHUX OPrAHA

1. OBuMm cnopasymom ce He u3y3umajy Ap>aBrbaHU Apxase Ouno koje
YyroBopHe ctpaHe o/ obasese [a noLuTyjy 3aKkOHe M Nponuce Koju cy Ha
CHa3n y p>XaBu Apyre yroBopHe CTpaHe NpuiiMkom ynacka u 6opaska
Ha HEHOj TepuTopujn, ykrbydyjyhn, ann He orpaHunyaBajyhm ce Ha
HauMOHanNHoO 3aKOHOAABCTBO YrOBOPHUX CTpaHa Koju cCe OAHOCe Ha

ynasak, TpaH3uT 1 GopaBak CTpaHux ApkasrbaHa.

2. OBuM crnopasymoMm ce He orpaHuyaBa NpaBO HAANEXHUX opraHa [se
yroBopHe cTpaHe fda 3abpaHe ynasak unu msnasak unm ga ckpate
BopaBak Hocuouuma AMNNOMAaTCKMX Wnn cnyxOeHnx nacowa gpyre
YroBOpHe CTpaHe HasBefdeHuX y YnaHy 1. u 4naHy 3. oBOr cropasyma,
6es3 obpasnoxera, ako Ta nuua umajy ctaTyc persona non grata unw
ce cmatpa fa oHa Mory [Aa yrpose jaBHW ped U Mup, 34paBrbe

CTaHOBHULUTBA UNW HaunoHanHy 6e3begHoCT.



NMPUBPEMEHO OBYCTABJbAHE NMPUMEHE

CBaka YroBopHa CTpaHa Moxe npuBpemeHo Aa obycTasu npuUMeHy
OBOr cnopasyma, y uenmHu mnnu OenNUMUYHO, U3 pasnora HauuoHanHe

6e3benHoOCTH, jaBHOr peaa v MMpa unu 3apassba.

YroBopHe cTpaHe ©6e3 oanaraka obaBecTuhe ce MNUCMEHO,
aunnomaTtckum nytem, o obyctaeun NnpuMeHe OBOr criopasyma, Kao v o

HOHOBHOj npuMeHn oBOr cnopasyma.

UNAH 7.

Y30PUU U UBOABAHE MACOLLA UMK NYTHUX UCMNPABA

YroBopHe cTpaHe AunnomMaTckum nyTem pasmeHuhe y3opke CBOjUX
Baxehux gunnomatckux wu cnyxbeHnx nacowa HajkacHuje 30

(TpuaeceT) AaHa Npe CTynaka Ha CHary oBor cropasyma.

Ykonuko aohe [o yBohewa HOBUX AUNNOMATCKUX WUNU CRyXOeHux
nacowia, unu u3MeHe nocTojehux AunnomMaTckux Wnu cnyxdeHux
nacolua, yroBOpHe cTpaHe o Tum nameHama obasectuhe jegHa gpyry y
nucaHoMm o6MMKy, AunnoMaTtckum nytem, HajkacHuje 30 (Tpuaecer)

[laHa npe HUXOBOr CTaBrbaka y ynotpedy.

Y cnydajy Oda ApxaBrbaHu pgpxkase Ouno koje cTpaHe u3rybe
avnnomartcku unu cnyx6exun nacow, unu gohe o owTeherwa HUXOBOT
AunnomaTckor unu cny>x6eHor nacowla Ha TepuTopuju Apxxase apyre
YyroBOopHe cTpaHe, oHn he oamax O Tome o06aBecTUTU HaanexHe
opraHe Yy [ApXaBu npujema npeko  AWUNSIOMaTCKO-KOH3ynapHor
NpeacTaBHULLITBA 3emibe CBOr nopekna. [unnomaTtcKo-KOH3ynapHo
NPEeACTaBHULLTBO, Yy CKNady ca 3akoHUma v nponucuma ceoje 3emIbe,

n3gane Tum nuunuma ncnpase 3a rnospartak y 3eMsby nopexnia



YnaH 8.

PELWWABAHE CTTOPOBA

Cge pasnuke y norneny Tymauexsa, Uy CNopoBY KOjU HAcTaHy y NpUMeHu
ogpeabwu oBor crnopasyma pelwasahe ce y Ayxy npujaTterbcrea,
AMNNOMATCKUM MyTEM, KOHCynTauujama unu nperoBopumMa [Be YroBOpHe

cTpaHe.

YnaH 9.

U3MEHE U OOMNYHE

OBaj cnopasymMom Cce MOXe W3MEHUTU UNM AOMNYHUTU Yy3ajaMHOM
carnacHowhy yroBopHUX cTpaHa, U U3MeHe UNU JonyHe npeacTasrbahe

cacTaBHM €0 OBOr criopasymMa U CTynajy Ha cHary y cknagy ca ynaHom 10.

YnaH 10.

CTYNAHE HA CHATY, TPAJAKE U PACKU[

1. Os.aj cnopasym ctyna Ha cHary 30 (TpuaeceT) faHa o AaHa npujema
nocnegmer nucmMmeHor obaBelluTEHA Yy KOjeM yroBopHe cCTpaHe
obaseliTaBajy jeaHa Opyry, AUNIOMaTCKUM MyTeEM, Aa CYy OKOHYaHe
cBe YHyTpaLlH-e npoueaype nponucaHe HaUWOHaNHNM

3aKOHO4aBCTBOM 3a HEroBo CTynawe Ha CcHary.

2. Osaj cnopasym ce 3akrbydyje Ha HeogpeheHo Bpeme.

3. Caaka yroBopHa CTpaHa MOXe packuUHyTW OBaj cnopasym y Oumno kom
TPEHYTKY Tako wTto he nucmeHo, gunnomatckum nytem, obasectutu
ApYyry yroBOopHy CTpaHy O CBOjOj HAMEpW Aa packuHe OBaj criopasym.
Cnopasym npecTaje aa Baxu 60 (WwesneceT) gaHa of gatyma npujema

Taxksor obaBeLTEmA.



Y noTBpay Yera cy [one notnucaHu, nMponucHo osnawheHu o GBOjUX

Bnapa, notnucanu osaj cnopasym,

Caunween y Llakaptn, 27 anpuna 2016. roguHe, y fABa OpPUrKHanHa
NnpUMepKa, CBakn Ha WUHOOHEXAHCKOM, CPNCKOM U EHrMEeCKOM je3uKy, npu
YEMy Cy CBW TEKCTOBW NOAJEAHAKO BEPOAOCTOjHW. Y cnyyajy pasnuyutor

Tymayera, MepoJlaBaH je TEKCT Ha EHINeCKOM je3uKy.

3A BNALY 3A BNALY
PEMYBNWKE UHAOHE3WUJE PEMYBJIVKE CPBUJE

MuHUCTap MHOCTPaHMX noc

Penybnuke NHaoHesunje Kor pasBoja
PetHo J1.I. Mapcyau Penybnuke Cpbuje
Cphan Bepbuh




REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

ON

VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND

OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Serbia, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”,

CONSIDERING the bilateral relations between the Parties:

DESIRING to further strengthen their bilateral relations with a view to

facilitating the entry of holders of diplomatic and official/service passports of

the two contracting Parties into their respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic and
service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and
stay in the territory of the Republic of Serbia for a period of stay not
exceeding 30 (thirty) days from the date of entry.




2. Nationals of the Republic of Serbia, holders of valid diplomatic and official
passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in
the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding
30 (thirty) days from the date of entry.

ARTICLE 2
PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of the contracting Parties shall be

at least 6 (six) months before the day of entry into the state territory of the

other Party.
ARTICLE 3
VISAS FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSION OR CONSULAR
POSTS

1. Nationals of the contracting Parties who are holders of valid diplomatic or
official/service passports and assigned in the territory of the other Party as
members of the diplomatic mission or consular post, or representatives to
international organizations, and member of their families forming part of

their household shall be required to obtain appropriate entry visa from the
diplomatic mission or consular post of the other Party, prior to their entry.

2. During the period of their assignment, the above mentioned persons who
are holders of a residence permit and ID Card issued by the receiving Party
may leave and re-enter the territory of the other Party without Visa, as long
as their residence permit and ID Card are still valid and presented at entry

along with a valid diplomatic or official/service passport.




ARTICLE 4
ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of the contracting Parties referred to in Article 1 and 3 of this
Agreement, may enter into and depart from the state territory of the other
Party, at any border-crossing point open to international traffic, without any
restrictions, except for those stipulated in the security, migratory, customs,
sanitary entry and other provisions applicable to holders of such valid
passports.
ARTICLE 5
RIGHTS OF COMPETENT AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of the state of either Party from
the obligations to abide by the laws and regulations in force in the state of
the other Party when entering its territory and staying in it, including but not
limited to the national laws concerning the entry, stay and exit of foreign
nationals.

2. This Agreement shall not restrict the right of the competent authorities of

the Parties to refuse the entry or leave or shorten the stay of the holders of

diplomatic and official/service passport of the other contracting Party

referred to in Articles 1 and 3 of this Agreement, provided that those
persons are considered as persona non grata or persons likely to endanger
public peace, public order, public health or national security, without

providing reasons for their decision.
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ARTICLE 6
SUSPENSION

1. Either contracting Party may temporarily suspend this Agreement, either in
whole or in part, with the reasons of national security, public order or public
health.

2. The contracting Parties shall promptly notify the other Party about the said
suspension, as well as resumption to implement this Agreement, through

diplomatic channels.

ARTICLE 7
SPECIMENS AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The contracting Parties shall exchange, through diplomatic channels,
specimens of their valid diplomatic and official/service passport not later

than 30 (thirty) days before entry into force of this Agreement.

2. If new diplomatic or official/service passports are introduced, or the existing
diplomatic or official/service passports are modified, the contracting Parties
shall inform each other in writing, of any changes, through diplomatic
channels, no later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

3. If a national of either Party loses his/her diplomatic or official/service

passport, or if it is damaged in the territory of the State of the other Party,
he/she shall promptly inform the competent authorities of the receiving

State via the diplomatic mission or consular post of their country of origin.

The diplomatic mission or consular post concerned, in accordance with the
laws and regulations of its country, shall issue such a national with a travel

document to return to his/her country of origin.




ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute arising from the interpretation or implementation of

the provisions of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic

channels by consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 9
AMENDMENTS

This Agreement may be amended or revised, by the mutual consent of
Parties, which shall be formed as an integral part of the present Agreement

and shall enter into force according to Article 10.

ARTICLE 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of
receipt of the last written notification in which the contracting Parties have
informed each other, through diplomatic channels, that all internal

procedures prescribed by their national laws for the entry into force of the

Agreement, have been fulfilled.

. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.

. Each contracting Party may terminate this Agreement any time by notifying
the other contracting Party, through diplomatic channels, of its intention to
terminate the operation of this Agreement. The Agreement shall cease to

be in force 60 (sixty) days from the date of the receipt of such notifications.




IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their

respective Governments, have signed this Agreement,

DONE in Jakarta, on Wednesday, 27 April 2016, in two originals, each in
Indonesian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shali prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF SERBIA

SRDJAN/VERBIC
2 FOF epud
MINISTER FOR FOREIGN AF MINISTER OF ATION, SCIENCE
D TECHNOLOGICAL
DEVELOPEMENT
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